
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 49 I PP.O+.2-Kpt I 32r 8/Kab/VI I 2O2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN NoMoR L4 lPP .o4 .2-Kpt I 3218 I Kab lrru 2O2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGI(ATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Perahrran Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang

Pembahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelengraraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O, -vang menyatakan

bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang

ditunda karena te{adi bencana nonalam Corona Vinls

Disease (COVID-I9) dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2O2O;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor zS8lPL.O2-KptlOl IKPU lVll2O2O tentans

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota

dan Wakil WaIi Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O, yang

b

menetapkan
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menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaIi Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2O2O

dimulai dari tahapan yang tertunda yang dimulai sejak

tanggal 15 Juni 2O2O:

bahwa berdasarkan pertimbangan s ebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang

Perrrbahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor L4{PP.O4.2-

Kpt/32l8lKablllll2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Ci_iulang Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O:

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OL2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OL+ tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati. dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Mengingat 1.

2.

3. Undang-Undang .
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakit

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2OLT tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupatenf Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1a98);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara€rn

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ot9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

4
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Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9

tentang Tahapan. Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati. dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor l69lPP.O4.2-

Kpt/03/KPU lllll2020 tentang Penrbahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.O6.4-

Kpt/Os /KPU /lU 2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Pehrgas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputtrsan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258{PL.O2-

Kpt/01 IKPU lVl I 2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lan_iutan Tahun 202O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kptl32f 8 lKab lVll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 92 I BA I 321 8/ Kab/VI I 2O2O tentang

Pengaktifan Kembali Anggota Panida Pemungutan Suara

se Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :44L /PL.O2-
SD/OI /WU /V|2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan fPPK dan Panitia

Pemungutan . . .
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-5-

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN PANGANDARAN

NOMOR 14 |PP.O{.2-Kptl32t8ll<a.blllll2O2O TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CIJULANG

KABUPATEN PANGANDARAN DAI.AM PEI{YELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2O2O.

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan -vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Dikttrm KESATU mempakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm

KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sslagaimana dimaksud

dalam Dikhrm KESATU selama 8 (delapanl bulan. terhitung
sejak tanggal 15 Juni 2O2O sampai dengan 31 Januari 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN

Ditetapkan di Pangandaran

padatanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

,T* Fluiiurn,
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 49 I PP.o4.2-Kpt I 3218 / Kab lvt I 2o2o

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR L4 IPP .o4 .2-Kpt / 32L8 lKa.b I III I 2o2o

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN CIJUI,ANG KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI\TYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PEI.IYELENGGAIUL{I{ PEMIUHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

DESA NAMA

BATUKARAS

1. MUMU TAUFIQ SOBAR L

2. ASEP SUPARYA L

o clr Inrrr A nr cr rD-J- L)LJ.trr\ljr.l-rr, lJ.l..tr. L

CIAKAR

1. ABDUL GANI L

2. TOTOY TIYIBIN L

3. MUGNI MULYADI LJ

CIBANTEN

1. HERDTANSYAH L

2. DEDEH HARYANI P

3. DWI PUSPA WILDAYANI, S.H P

i -aaa-a-i rr a.7-,i :UF,I-AWANl. r\llzAl f flz,I\l \ LCI,II]I  .IUG

JENIS KEI.AMIN
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3. SRI NURHAYATI P

KERTAYASA

1. DAYAT HIDAYAT, S.ST.PI. L

2. DADAN RAMDANI lr

-?. MLIMLI ABDLIL, MLIIN L

KONDANGJA.JAR

1. H. AGUS BARDIMAN L

2. DEDE ZAKARIA, S.E. L

^ 
lrnntl atl?al?t^n drY^YntJ. rVr\JL5I \JllIfU.rtrJ.fLIr DU!.Jlslt,

A.Md.
L

MARGACINTA

1. ARIF RAHMAN SIDIQ L

2. ACON L

3. TATT WINANINGSIH, S.Pd. P

-c-

Salinan sesuai dengan aslinlra
SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

^-!^ c--
Piilii tJ,Lr r r uAulll,

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd

ET.a.SEKR

*
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